5.1

BABV
PENUTUP

Kesimpulan

Dari beberapa teori dan analisis yang telah dipaparkan pada

pembahasan sebelumnya, dapat diambil kesimpulan bahwa:

5.1.1

5.1.2

Pada dasarnya Sistem Rekrutmen di PT Bina Pratama Sakato Jaya
didasarkan pada prinsip-prinsip ketenagakerjaan syariah, artinya
sistem rekrutmen ini harus berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip
ketenagakerjaan syariah. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi kesalahan
dalam perekrutan hingga penempatannya, dilihat dari prosedur
rekrutmen yang digunakan di PT Bina Pratama Sakato Jaya ada
beberapa prinsip yang dilanggar seperti prinsip kejujuran yang
ternyata ada salah satu karyawan yang masuk ke PT Bina Pratama
Sakato Jaya yang memakai orang dalam padahal sistem rekrutmen ini
juga dalam undang-undang ketenagakerjaan no 13 tahun 2003 yaitu
kesetaraan dan Kketerbukaan undang-undang Kketenagakerjaan
menekankan pentingnya keterbukaan dan kesetaraan dalam proses
rekrutmen hal ini berarti setiap individu memiliki hak yang sama untuk
mengakses informasi tentang lowongan pekerjaan dan untuk bersaing

secara adil dalam proses seleksi.

Tinjauan Undang-Undang Ketenagakerjaan terhadap Sistem Rekrutmen
di PT Bina Pratama Sakato Jaya menurut Perspektif Undang- Undang No
13 tahun 2003.

Mengatur hak dan kewajiban baik bagi pekerja maupun pemberi kerja,
serta standar dan prosedur dalam hubungan kerja di Indonesia. Dari
perspektif Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan, rekrutmen tenaga kerja harus dilakukan dengan
memperhatikan prinsip keterbukaan dan kesetaraan, non-diskriminasi,

transparansi, dan keadilan dari beberapa prinsip tersebut sistem
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rekrutmen di PT Bina Pratama Sakato Jaya yang belum menerapkan
prinsip keterbukaan dan kesetaraan karena sistem rekrutmen di PT
Bina Pratama Sakato Jaya tidak bersaing secara keterbukaan seperti
ada beberapa karyawan yang diam-diam masuk ke perusahaan

memakai orang dalam dengan bantuan teman dekatnya.

5.1.3 Prinsip-Prinsip Ketenagakerjaan Syariah
Prinsip adil menekankan pentingnya keadilan dalam setiap aspek
kehidupan, termasuk dalam rekrutmen tenaga kerja. PT Bina Pratama
Sakato Jaya harus memberikan kesempatan yang sama kepada semua
individu yang memenuhi kriteria untuk mendapatkan pekerjaan.
Prinsip amanah menuntut perusahaan untuk menjalankan proses
rekrutmen dengan penuh tanggung jawab, memastikan bahwa individu
yang dipilih benar-benar memenuhi kriteria yang diperlukan untuk
posisi tersebut. Perekrutan harus dilakukan dengan integritas,
menjamin bahwa hasilnya adalah yang terbaik untuk karyawan dan

perusahaan.

5.2 Saran

5.2.1 Bagi PT Bina Pratama Sakato Jaya:
Saran dari peneliti bagi PT Bina Pratama Sakato Jaya bahwa hasil
penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan
kualitas kehidupan kerja sehingga dapat mendorong kinerja karyawan
dalam bekerja untuk mendapatkan hasil kinerja yang lebih baik lagi
perusahaan menyusun kebijakan yang lebih ketat mengenai perekrutan
melalui orang dalam, termasuk persyaratan untuk proses seleksi yang
terbuka dan kompetitif untuk semua posisi. Semua posisi yang tersedia
diiklankan secara publik, dan setiap kandidat, baik internal maupun
eksternal, harus mengikuti proses seleksi yang sama. Dibentuk panel

evaluasi independen untuk memastikan bahwa semua kandidat
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dievaluasi berdasarkan kualifikasi dan kompetensi mereka, bukan
berdasarkan hubungan pribadi.

5.2.2 Bagi Akademis
Saran dari peneliti bagi akademis penelitian selanjutnya yang
membahas tentang sistemn rektutmen tenaga kerja dalam perspektif uu
no 13 tahun 2003 dengan dikaji dari sudut pandang yang berbeda,
sehingga penelitian mengenai sistem rekrutmen tenaga kerja dalam
perspektif uu no 13 tahun 2003 tidak berhenti disini, karena hasil dari
penelitian ini dapat digunakan untuk sebagai panduan untuk berbagai
program SDM seperti pelatihan dan pengembangan karyawan, memilih
karyawan, perencanaan karir karyawan dan lain sebagainya.

5.2.3 Bagi Penulis
Untuk  menambah wawasan dan pengetahuan mengenai sistem
rekrutmen di pt bina pratama sakato jaya yang mempunyai keyakinan di
bidang tenaga kerja sehingga dapat berguna sebagai bekal agar dapat
menerapkan teori yang di dapat di perkuliahan dengan keadaan yang

sebenarnya.
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